BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perjalanan
dinas untuk transportasi lokal Kepala Perangkat Daerah
yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan dalam rangka
efisiensi biaya perjalanan dinas, maka perlu merubah
ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun
2018 tentang Perjalanan Dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 811);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
(Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2018
Nomor 511);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
12);

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG
PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2018
tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor
57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 27 sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Banjar dan Wakil
Bupati Banjar.
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua
DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah mereka
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pegawai Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau Pejabat lain yang berwenang dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada
Perangkat Daerah yang yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Non Pegawai ASN adalah seseorang/ masyarakat/ Tim/ kelompok kerja
binaan dan sejenisnya yang menunjang tugas Perangkat Daerah.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, ASN, Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN dan atau orang
yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
/acara kedinasan yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas dari
tempat kedudukannya langsung ke tempat tujuan dan kembali ketempat
kedudukannya semula.

Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dalam daerah Kabupaten
Banjar dan dalam daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan
dengan tujuan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjalanan dinas luar daerah pada Kantor Perwakilan Pemerintah
Kabupaten Banjar yang berada di Jakarta adalah perjalanan dinas dari
Jakarta dengan tujuan Banjarmasin atau daerah tujuan lainnya di luar
wilayah Jakarta.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja
ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Pimpinan dan Anggota
DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam
rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya
disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas
ke luar negeri bagi pejabat/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Perjalanan dinas lanjutan adalah perjalanan dinas yang harus dilakukan
lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari tempat tujuan asal ke
tempat tugas lain karena kepentingan dinas yang sangat mendesak dan
harus dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas.

Ibukota Kabupaten adalah Kota Martapura.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas
tertinggi.

Biaya Riil selanjutnya disingkat Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran yang sah.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati dan Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan
Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
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20. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas
sebagai alat pemberitahuan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan tugas.

21. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah
naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat
tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas
perjalanan dan pembiayaan.

22. Transportasi lokal adalah transportasi dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas dalam wilayah daerah keberangkatan dan daerah tujuan
(Pergi-Pulang).

23. Tempat Kedudukan adalah Tempat/Kota Martapura atau Jakarta (bagi
pelaksana perjalanan dinas yang bertugas di Kantor Perwakilan Daerah di
Jakarta).

24. Keadaan Memaksa/ force majeure adalah suatu keadaan di mana
pelaksana perjalanan dinas tidak dapat melakukan perjalanan dinas
secara langsung ke tempat tujuan yang disebabkan adanya kejadian yang
berada di luar kekuasaan/ kemampuannya.

25. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

27. Biaya bagasi adalah biaya untuk barang bawaan penumpang selama dalam
perjalanan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
a. uang harian, yang meliputi uang saku dan uang makan;

b. uang representasi untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD dan Eselon II;

c. biaya transportasi (berupa transportasi darat, air, udara termasuk biaya
dan retribusi);

d. biaya akomodasi (hotel/penginapan);

e. biaya transport bandara termasuk surcharge, biaya tol dan parkir/ parkir
inap.

f. biaya transport lokal termasuk biaya tol dan parkir; dan
g. biaya bagasi (Maksimal 20 Kg).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan
huruf b dibayarkan secara lumpsum.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f dibayar secara riil sesuai bukti pembayaran.

(3) Transport bandara dan transport lokal dapat menggunakan fasilitas
transfortasi umum seperti taksi, bus bandara, kereta api, ferry/kapal
penyeberangan dan alat transportasi umum lainnya.

(4) Transportasi lokal di tempat tujuan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRD dan Sekretaris Daerah dapat berupa sewa kendaraan.
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(5) Transportasi lokal ditempat tujuan berupa sewa kendaraan dapat
digunakan Kepala Perangkat Daerah dalam hal yang bersangkutan
mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati.

(6) Dalam rangka efesiensi waktu dan anggaran, penggunaan sewa kendaraan
untuk transportasi lokal di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas
lainnya dengan ketentuan sewa kendaraan tersebut digunakan untuk
membawa minimal tiga orang pelaksana perjalanan dinas yang
mempunyai tujuan perjalanan dinas yang sama.

(7) Biaya sewa kendaraan bagi pelaksana perjalanan dinas yang
menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya
dapat diperhitungkan pada salah satu pelaksana perjalanan dinas.

(8) Penggunaan sewa mobil operasional dapat dilakukan apabila tidak tersedia
mobil operasional pada Perangkat Daerah yang bersangkutan yang
dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.

(9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% dari biaya akomodasi berdasarkan Keputusan
Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dan merupakan batas
tertinggi serta dibayarkan secara lumpsum.

(10) Bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat
menggunakan akomodasi melebihi standar akomodasi yang telah
ditetapkan dan dibayarkan secara riil, apabila biaya akomodasi tempat
pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas melebihi standar akomodasi yang
telah ditetapkan.

(11) Untuk perjalanan dinas yang melibatkan Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan
dan Anggota DPRD/Pegawai ASN/Pegawai Kontrak/Pegawai Non ASN
diluar Perangkat Daerahnya dibebankan kepada anggaran Perangkat
Daerah yang mencantumkan program/kegiatan perjalanan dinas tersebut.

(12) Untuk perjalanan dinas yang melibatkan Pegawai Kontrak/ Non Pegawai
ASN dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mencantumkan
program/kegiatan berkenaan berdasarkan anggaran yang tersedia.

(13) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
dan huruf b dapat dilakukan apabila diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Lainnya, atau Lembaga Non
Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(14) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk
pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) yang
ada biaya kontribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah melalui kode rekening Bimbingan Teknis / Pendidikan dan
Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

(15) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk
pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tanpa
biaya kontribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah melalui kode rekening Perjalanan Dinas atau kode rekening
Bimbingan Teknis / Pendidikan dan Pelatihan.

(16) Biaya Bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dapat diberikan
kepada pelaksana Perjalanan Dinas dengan ketentuan :

a. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
pelatihan /kursus singkat yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga)
hari; dan

b. menggunakan maskapai penerbangan yang menerapkan biaya bagasi
melebihi 7 Kg.
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4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati berlaku untuk semua Perjalanan dinas
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi ASN dan/atau
Pegawai Kontrak yang bertugas di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di
Jakarta berlaku biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd
KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd
NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 10
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